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ABSTRAK

Peralihan Hak Atas tanah adalah perubahan hak atas tanah tertentu ke hak
yang lain, misalnya hak jual beli tanah pertanian ke industri. Hal ini dikarenakan
adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan pertanian dengan sektor Kawasan
industri yang terjadi akibat fenomena sosial, ekonomi, pembangunan dan
pertambahan penduduk. Begitu juga di daerah Karawang dengan banyak nya
pembangunan industri yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi yang menjadi
permasalahan adalah ketidak sesuaian antara peraturan yang berlaku dan realita
yang terjadi di masyarakat, hal ini mengakibatkan banyak mayakarakat yang
kehilangan lahan pertanian dan mata pencaharian nya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat implementasi hukum yang
mengatur tentang peralihan hak atas tanah pertanian (sawah) ke industri yang tidak
sesuai Undang-Undang karena diperjual belikan untuk Kawasan industri. Metode
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini penelitian Normatif — Empiris (Applied
Law Research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum
yaitu mengkaji Undang-Undang melalui pendekatan penelitian Hukum Sosiologis
atau bisa disebut juga penelitian lapangan, untuk mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan nya di masyarakat. Masalah
peralihan hak atas tanah pertanian ke industri akan di analisis dengan dua teori
yakni teori Hukum Agraria dan teori Fikih Agraria

Hasil dari penelitian terhadap permasalahan tersebut peralihan hak atas
tanah dan lahan pertanian ke Kawasan industri di Kabupaten Karawang dalam
konsep fikih agraria tentunya tidak lepas dari kaidah Ushul Figih yang
menyebutkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat ialah pemerintah
memiliki hubungan dan kewajiban memperhatikan kemaslahatan dalam mengatur
urusan rakyat nya. menghidupkan tanah mati untuk kepentingan umum itu boleh
karena daripada menelantarkan tanahnya itu bisa menjadikan madharat. Dalam
Hukum Agraria sudah diatur mengenai peralihan fungsi lahan “semua hak atas
tanah memiliki fungsi sosial” tetapi atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak
dan tidak boleh melanggar Syarat. Peralihan hak atas tanah dalam hukum agraria
maupun fikih agraria keduanya sepakat ketika dialihkan untuk kepentingan umum
harus melihat dari segi kemanfaatan dan menolak kerugian

Kata kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Hukum Agraria, Fikih Agraria



ABSTRACT

Transfer of land rights is the change of rights to certain land to other rights,
such as the right to buy and sell agricultural land to industry. This is due to
competition in the use of agricultural land with the industrial estate sector that
occurs due to social, economic, development and population growth
phenomena. Likewise in the Karawang area with a lot of industrial development
carried out by the government. However, the problem is the incompatibility
between applicable regulations and the reality that occurs in the community, this
results in many people losing their agricultural land and livelihoods.

The purpose of this study is to see how the rules governing the transfer of
agricultural land rights (rice fields) to industry because they are traded for public
interest. The research method used in this thesis is Normative — Empirical research
(Applied Law Research) using normative case studies in the form of legal behavior
products, namely reviewing laws through a Sociological Law research approach or
can also be called field research, to examine applicable legal provisions and what
happens in reality in society. The problem transfer of land right agricultural will be
analyzed with two theories, namely the theory of Agrarian Law and the theory of
Agrarian Jurisprudence

The results of research on these problems transfer of land rights and
agricultural land to industrial estates in Karawang Regencyin the concept
of agrarian jurisprudence certainly cannot be separated from the rules of Ushul
Figh which states the relationship between the government and the community is
that the government has a relationship and obligation to pay attention to benefits in
managing the affairs of its people. Turning on dead land for the public good is
permissible because of Abandoning his land can make madharat. In the Agrarian
Law, it is stipulated regarding the transfer of land functions, "all land rights have a
social function™ but based on the agreement of both parties and must not violate the
Conditions. The transfer of land rights in agrarian law and agrarian jurisprudence
both agree that when transferred to the public interest, they must look at expediency
and reject losses

Keywords: Transfer of Land Rights, Agrarian Law, Agrarian Jurisprudenc
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa
Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya

adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
_ tidak _ )
| Alif | tidak dilambangkan
dilambangkan

< ba’ B Be

< ta’ T Te

& sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je

ha (dengan titik di
d ha’ h
bawah)

¢ kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal /4 ze (dengan titik di atas)
J ra’ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es

U Syin Sy es dan ye
ol Sad S es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di
e Dad d
bawah)
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
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5 Ja § zet (dengan titik
dibawah)
' ‘ain ‘ koma terbalik di atas
& Gain G Ge
o Fa F Ef
it Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
A Mim M ‘em
O Nun N ‘en
3 Waw W w
® ha’ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
] Ya N Ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
534 Ditulis muta'addidah
sk Ditulis ‘iddah
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
iaka Ditulis Hikmah
i Ditulis “illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).



2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.

sl 3V 4zl 8 Ditulis kardmah al-Auliya’

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah
ditulis t atau h.

hill 383 Ditulis zakatul fitri

Vokal Pendek

A
. Fathah Ditulis
Jzd fa’ala
o I
. Kasrah Ditulis ]
(a3 Zukira
o U
s Dammah Ditulis
Jad Yazhabu
Vokal Panjang
fathah + alif Ditulis A
NE ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati ditulis a
P ditulis yas'a
kasrah + ya’ mati ditulis 1
a8 ditulis karTm
dammah + wawu mati ditulis a
a3 ditulis furtd




F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati

fathah + wawu mati
335

Ditulis
ditulis
ditulis
ditulis

Ai
bainakum

au

qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

3937
cwe

(x-u“

Ditulis
Ditulis

a'antum

la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf J/, namun dalam

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.
1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan bunyinya

BT
)

CP

Ditulis
Ditulis

al-Qur'an

al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

gladd)
3 o Py, S‘

Ditulis
Ditulis

as-sama

asy-syams

I.  Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

G 3Al g 93
FEITY

Ditulis
Ditulis

zawi al-Furud

ahl as-Sunnah
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J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku
dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal
nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awal kata sandangnya.

Contoh:

Sl 4 03 g3l Gimas % Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh dan sebagainya.

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan,

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

.0

pin DV el Bl i oy
Cro IAET ol (yop Vil 55558 Cpo iy 5255 68 HRE05 5 Al 5 83235 b 2l ()
AT Sl Y 5335 40 V) A Y G sl A oole S8 Al a s AT ek D8 A sai
iaad] adia sall Jle 5 Al e 1naas G el
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam datang sebagai sebuah pedoman bagi manusia dan juga mengatur
dalam melaksanakan segala aspek kehidupan sehari-hari, dan dalam
berpedoman di bidang hukum sering disebut dengan istilah figih, hal demikian
itu merupakan hasil dari pemahaman ulama terdahulu dalam berijtihad
terhadap hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-
Quran sebagai sumber hukum islam banyak ditemukan keterangan ayat-ayat
yang berbicara tentang bumi atau tanah, sebagai karunia Allah SWT kepada
manusia. Hal ini banyak ditunjukan dalam Al-Quran kata al-ard yang banyak

diungkap dalam Al-Quran seperti yang terdapat pada QS. Al-Jasiyyah : 45/5.
Wiz 3% 5oVl 4 GAlE 35 ) (e el (e &0 058 Ly el 5 I oSl 5
Tyt o 380 1 30 iy el
Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kelangsungan

hidup manusia, karena semua aspek kehidupan tidak terlepas dari peranan

tanah, tanah dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa’,
1984. HIm 103.



dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang.'Selanjutnya,
Sebagai bagian dari bumi tanah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Dasar
Agraria, yang menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara
sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama
dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.? Tanah juga dapat
digunakan sebagai tempat untuk mencapai kesejahteraan hidup bangsa
seperti memperoleh tempat tinggal dan melakukan kegiatan ekonomi untuk
memenuhi  kebutuhan masing-masing masyarakat. Hal ini telah
diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi

kemakmuran rakyat”

Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan
penguasa akan dapat semestinya mengendalikan atau mengarahkan
pengelolaan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada

! Roy Frike Lasut, “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Uu No. 2 Tahun
2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,” Lex et Societatis
I, no. 4 (2013): 118-128.



yaitu dalam lingkup penguasaan secara yuridis yang beraspek publik.?
Setelah itu dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA memberikan wewenang pada

Negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan

perbuatan-perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, maka dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa:

Atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri

maupun bersama-sama.*

Ada macam-macam hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah.
Salah satu hak atas tanah tersebut adalah Hak Milik. Di dalam UUPA diatur
mengenai Hak Milik. Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa Hak Milik

adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas

3 Muhammad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk
Reformasi Agraria), Citra Media, Yogyakarta, HIm. 5.

4 Lasut, “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut Uu No. 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.”



tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6. Hak Milik Turun temurun artinya
bahwa Hak Milik tidak hanya berlangsung selama pemegang Hak Milik hidup
tetapi dapat dikuasai oleh ahli warisnya setelah pemegang Hak Milik
meninggal dunia tanpa batas jangka waktu. Hak Milik terkuat artinya Hak
Milik dapat dibebani hak atas tanah yang lain kecuali hak usaha. Hak Milik
terpenuh menunjukkan wewenang pemegang Hak Milik yang luas dalam
penggunaan tanahnya, tanah tersebut dapat dipergunakan baik untuk pertanian

maupun non pertanian.

Berkaitan dengan peralihan Hak Milik karena perbuatan hukum, dalam
Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa: “Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali
pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan
akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.” °

Ketentuan tersebut mengandung pengertian pendaftaran peralihan Hak
Milik atas tanah karena perbuatan hukum (jual beli) hanya dapat dilakukan jika
dibuktikan dengan Akta PPAT. Akta PPAT merupakan syarat mutlak yang
harus dipenuhi utuk mendaftarkan peralihan Hak Milik atas tanah karena

perbuatan hukum (jual beli). Pasal 23 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa : “Hak

°> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetak ke 11, Djambatan, Jakarta, him. 474.



Milik, demikian pula setiap peralihannya, hapusnya, dan pembebanannya
dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang

berlaku”

Maksud Pasal 23 ayat (1) UUPA bahwa setiap terjadi peralihan, hapus,
dan pembebanan Hak Milik atas tanah harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
Dalam Pasal 23 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tersebut
merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya Hak Milik serta

sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pada praktek nya di Karawang mengenai kebijakan Hukum tentang
Peralihan Hak Atas Tanah pertanian yang akan dikembangkan di Kabupaten
Karawang pada umumnya merupakan tanah pertanian sawah dengan pemilikan
pribadi warga yang dalam menentukan keputusan tanahnya akan dipergunakan
pihak lain. Dan juga tanah tersebut akan dikembangkan untuk pengembangan
lahan pertanian pangan berkelanjutan. Upaya pengembangan dan peralihan
lahan pertanian dilakukan identifikasi kepemilikan tanah oleh tim yang
dibentuk Pemerintah Kabupaten Karawang pada tanah milik yang bersertifikat

maupun tanah belum bersertifikat.

Pelaksanaan implementasi kebijakan Peralihan lahan selain
memperhatikan faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur
birokrasi tetapi juga harus memperhatikan faktor kepemilikan tanah/lahan.
Pelaksana perlu intensif melakukan komunikasi kepada pihak terkait,

peningkatan perbaikan infrastruktur. Intensifikasi lahan perlu ditingkatkan



untuk optimalisasi produksi lahan untuk mengurangi pemborosan konversi

lahan pertanian menjadi Kawasan Industri.

Pelaksanaan komunikasi antara pemilik tanah dengan aparatur
pemerintah dan pihak perusahaan selaku operator menentukan keberhasilan
memperoleh lahan. Upaya peralihan lahan pertanian ke industri tersebut

terdapat permasalahan yang perlu dicermati sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan peralihan hak atas tanah / lahan dan
implementasi kebijakan Undang-Undang yang tidak sesuai.

2. Respon serta Proses peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada
pelaksana pengembangan lahan pertanian berkelanjutan yang kurang

tertib.

Kebutuhan akan tanah ini semakin meningkat sejalan dengan
bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya
kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat
bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan
mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa.
Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut
adanya jaminan kepastian hukum akan tanah tersebut, dan untuk mendapatkan

jaminan kepastian hukum atas bidang tanah, memerlukan perangkat hukum



tertulis, lengkap, jelas, dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan

isi ketentuan-ketentuan yang berlaku.®

Tujuan kepastian hukum dalam bidang pertanahan khususnya hak milik
atas tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak
atas tanah. Permasalahan yang timbul pada saat suatu sengketa bergulir di
Pengadilan maka harus melalui pembuktian. Dalam hal ini para pihak
memerlukan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil
akhir dari pendaftaran tanah yang diterbitkan oleh kantor pertanahan setempat,
pada dasarnya pembuktian yang wajib dimiliki oleh pemegang hak selain
sertifikat yang merupakan alat bukti formal yang berwujud, dapat juga berupa

saksi dan persangkutan.’

Dilihat dari realitas latar belakang diatas, yang menarik perhatian dan
menonjol untuk diteliti lebih jauh oleh penulis adalah bagaimana implementasi
kebijakan hukum tentang pengadaan dan pengelolaan tanah serta peralihan Hak
atas tanah pertanian ke industri yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.
Di karawang sendiri yang notabene masyarakat berprofesi sebagai petani,
kemudian banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan untuk kepentingan

umum.

6 Dr. Irawan Soerodjo SH, MSi, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya,
Arkola, Februari 2003, hal 24.

" Ibid. him. 29.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan

masalah yang akan dikaji lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri yang
tidak sesuai peraturan di Kabupaten Karawang?

2. Bagaimana Analisis Teori Hukum Agraria dan Teori Fikih Agraria
Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke Industri di Kabupaten

Karawang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan
baru. Sebagai pembuktian atau pengajuan tentang kebenaran dari
pengetahuan yang sudah ada. Sehingga dapat bermanfaat dan mampu
menjawab permasalahan yang ada. Serta sebagai salah satu syarat untuk
mempeoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat teoritis
Menambah pemahaman tentang hukum, khususnya pengetahuan di
bidang pertanahan dan tata ruang tata wilayah yang berkaitan dengan
pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke industri.

b. Manfaat Praktis



1) Bagi mahasiswa
Untuk menambah referensi atau literatur di bidang hukum,
khususnya tugas akhir mengenai konsep alih fungsi lahan dan
analisis peralihan hak fungsi lahan pertanian ke industri.

2) Bagi pemerintah daerah
Diharapkan bermanfaat dan bisa digunakan sebagai pertimbangan
untuk melaksanakan tugas, khususnya proses mengenai Pengalih
Fungsian Lahan.

3) Bagi masyarakat
Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
informasi bagi yang masyarakat, khususnya yang mengalami

pengalihungsian lahan.
D. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini, beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan
dengan tema yang dibahas digunakan sebagai dasar untuk mendukung proses
penyusunan. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan
kajian.

Pertama skripsi yang berjudul “Dampak alih fungsi lahan pertanian
menjadi lahan perumahan pada perubahan sosial ekonomi masyarakat di desa
Duren Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang” skripsi dari Nazmul

Mutagin (2021)8. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dari

8 Mutagin, Nazmul. “Dampak Alihfungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan
PerumahanPada Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Duren Kecamatan Purwasari
Kabupaten Karawang”. Skripsi (2018).
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pengalihfungsian lahan pertanian di Desa Duren menjadi perumahan Puri
Kosambi adalah dikarenakan kepadatan penduduk, faktor ekonomi dan banyak
didirikan pabrik-pabrik di lingkungan Desa Duren. Kemudian tanggapan
masyarakat terkait pengalih fungsian lahan pertanian ini ada yang pro dan
kontra, Pro karena dianggap menguntungkan akibat sawahnya dijual serta
dapat memajukan ekonomi warga dan kontra karena khawatir akan dampak
sosial karena tercemarnya lingkungan sekitar perumahan. Terakhir terkait
dampak yang diberikan adalah terdapat dampak sosial diantaranya pendidikan
dan kegiatan keagamaan meningkat, kurangnya intraksi antara warga
perumahan karena sibuk bekerja, dan banjir yang hanya berdampak pada
masyarakat Perumahan Puri Kosambi ketika musim hujan tiba. Dampak
ekonomi yang ditimbulkan diantaranya peralihan profesi.

Kedua skripsi yang berjudul “Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke
Non Pertanian Di Kabupaten Karanganyar”. Skripsi dari Elisa Marta Nugraha
(2018)°. Yang menjelaskan bahwa kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian di kabupaten karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Ruang dan Wilayah
Kabupaten Karanganyar, dengan prosedur pengajuan awal yang harus
dilakukan ~ oleh  pemerintah  dari masyarakat yang  ingin
mengajukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mengajukan

permohonan ke kantor BPN Kabupaten Karanganyar dan selanjutnya

® Nugraha, Elisa Marta. “Kebijakan Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan
Non Pertanian di Kabupaten Karanganyar” SKkripsi (2018).
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akan di proses untuk dirapatkan dalam rapat Tim Kerja Perencanaan Ruang
Daerah. Hambatan yang ada dalam proses alih fungsi lahan pertanian ke non
pertanian di Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari
dalam instansi dan hambatan dari masyarakat.

Ketiga skripsi yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Pertanian Terhadap
Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Karawang” (Studi Kasus
Himpunan Mahasiswa Agrotekno Universitas Singaperbangsa Karawang)
skripsi dari Siti Maemunah (2020)%°. Yang mengkaji tentang bagaimana
Persepsi mahasiswa dalam memepertahankan kabupaten Karawang sebagai
wilayah pertanian dengan melihat bagaimana kondisi lahan pertanian secara
data dan secara kasat mata. Penelitian ini menjelaskan bahwa dengan Kondisi
lahan pertanian Karawang sangat menjadi salah satu permasalahan yang cukup
krusial, Mahasiswa pertanian jelas memiliki Persepsi sosial yang kuat yakni
Persepsi sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu
yang menempati kedudukan sosial tertentu terutama dalam permasalahan ini.
Berbagai upaya pendampingan dan penyuluhan yang bermanfaat bagi para
petani serta melakukan advokasi-advokasi pertanian terhadap pemerintah dan
masyarakat luas harus terus dilakukan, karena itu sudah jadi kewajiban bagi
mahasiswa mengingat karawang ini merupakan salah satu penjamin

ketersediaan pangan di Indonesia.

10 Maemunah, Siti. “Persepsi Mahasiswa Pertanian Terhadap Alih Fungsi Lahan
Pertanian Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Himpunan Mahawiswa Agrotekno Universitas
Singaperbangsa Karawang), Skripsi, (2020).
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Keempat skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan
Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bekasi Jawa Barat”.!!
Skripsi dari Muhamad Dika Yudhistira yang menjelaskan bahwa pola alih
fungsi lahan pertanian yang terjadi adalah pola yang diawali dengan alih
kekuasaan lahan dari petani kepada pihak lain. Petani menjual lahan pertanian
kepada pemborong. Pihak pemborong nantinya menjual lahan tersebut kepada
investor untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman atau industri pengolahan.
Laju alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kabupaten Bekasi tahun 2001-
2011 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar -0,43 persen. Laju alih fungsi lahan
yang tertinggi adalah -1,55 persen pada tahun 2010. Kelembagaan lahan yang
dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara vertikal
menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi dijadikan wilayah penyangga dari
Jabodetabek, sehingga pembangunan di Kabupaten Bekasi harus mendukung
perkembangan di daerah Jabodetabek. Selain itu permasalahan kepemilikan
lahan menjadi penyebab petani mengambil keputusan untuk menjual lahannya.
Hal ini menyebabkan banyaknya pembangunan pemukiman dan industri.

Kelima Jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Alih Fungsi Lahan Pertanian
Menjadi Perumahan Di Kabupaten Madiun”.*? Jurnal Dari Dega Puji Rahayu,

Indri Fogar Susilowati, Mahendra Wardhana yang menjelaskan bahwa

1 Yudhistira, Muhamad Dika. Analisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap
ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013.

12 Rahayu, Dega Puji, Indri Fogar Susilowati, and Mahendra Wardhana. "Analisis Yuridis
Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Di Kabupaten Madiun." Novum: Jurnal
Hukum (2022) him 121-130.
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terjadinya alih fungsi lahan karena Kebutuhan lahan semakin meningkat akan
tetapi ketersediaannya relatif tetap sehingga menimbulkan persaingan dalam
pemanfaatan lahan dan terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
terutama dalam hal perumahan dan permukiman. Alih fungsi lahan pertanian
ke non pertanian terutama dalam hal perumahan dan permukiman dapat terjadi
karena lahan pertanian memiliki hasil yang rendah, alih fungsi lahan pertanian
ini sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan. Salah satu daerah yang mengalami alih
fungsi lahan pertanian menjadi perumahan adalah Desa Dagangan Kabupaten
Madiun. Perumahan Amarta Griya Pandawa yang berdiri di atas tanah sawah
yang memiliki saluran irigasi aktif.

Dari tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan diatas dan penulis menemukan
beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian sebelum nya. Dan
penelitian yang sudah dilakukan, yaitu persamaan nya adalah penelitian
menjelaskan tentang analisis yuridis tentang alih fungsi lahan. Namun ada
perbedaan yakni dalam masalah analisis, penulis sekarang menambahkan
Hukum Islam sebagai acuan atau bagaimana pandangan Hukum Islam tentang
alih fungsi lahan dan memakai pisau analisis maslahah mursalah, karena

penulis ingin mengetahui dari sudut pandang Hukum Islam.

Kerangka Teoritik

Kerangka teori pada penelitian ini berguna untuk menerangkan dan
menjelaskan secara spesifik lebih jauh mengenai peristiwa yang telah terjadi di

masyarakat. Sebuah teori dikaji dan dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada
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dilapangan guna mendapatkan pemahaman yang komperhensif suatu peristiwa
dengan pisau analisis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hukum agraria dan figih
agraria

1. Teori Hukum Agraria

Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok
Agraria, substansi UUPA tidak memberikan pengertian tentang agraria, hanya
memberikan ruang lingkup agrarian sebagaimana yang dicantumkan dalam
konsideran, pasal maupun penjelasan nya. Ruang lingkup agraria menurut
UUPA bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya. AP. Parlindungan menyatakan bahwa pengertian agraria memiliki
ruang lingkup yaitu dalam arti sempit bisa berwujud hak-hak atas tanah
maupun pertanian saja, sedangkan pasal 1 dan 2 UUPA telah mengambil sikap
dalam pengertian yang luas yaitu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam

yang terkandung didalam nya.™®

Dalam hal ini penulis memutuskan mennggunakan teori hukum agraria
sebagai landasan teori karena penulis merasa teori ini relevan dengan penelitian
yang sedang dilakukan mengenai peralihan hak atas tanah pertanian ke industri

yang berada di kabupaten Karawang.

2. Teori Fikih Agraria

13 AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria mandar Maju.
Bandung, 1991. Him 36.
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Fikih agraria adalah cabang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah-
masalah hukum yang terkait dengan pertanian, kepemilikan tanah, dan aspek-
aspek lain dari ekonomi berbasis lahan dalam konteks Islam. membahas
berbagai masalah hukum yang berkaitan dengan pertanian, pertanahan, dan
pemanfaatan lahan hak kepemilikan tanah, penggunaan lahan, pembagian hasil
pertanian, pengaturan sewa tanah, hak-hak petani, dan segala aspek ekonomi
yang terkait dengan sektor pertanian. Ini mencakup panduan hukum mengenai
bagaimana berbagai transaksi dan praktik dalam konteks pertanian dan lahan

harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam.

Alasan penulis mengambil teori fikih agraria sebagai landasan teori
dikarenakan teori ini relevan dengan penelitian ini juga fikih agraria adalah
cabang baru dalam hukum islam yang mengatur dan menjelaskan bagaimana

masalah pertanahan, pertanian, kepemilikan lahan, pengelolaan hak atas tanah

Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan
ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik
praktis maupun teoritis.* Begitu pula dalam penelitian ini menggunakan
metode penelitian sehingga dapat tersusun dan mempresentasikan penelitian
yang sudah dilakukan.

1. Jenis Penelitian

14 Raco Jozef, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Grasindo, 2010), him 5.
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif-empiris (Applied Law Research) yang mengkaji tentang
produk perilaku hukum dan pokok kajian nya adalah pelaksanaan atau
implementasi ketentuan hukum positif dan kontra secara faktual pada setiap
peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat guna mencapaai tujuan
yang telah ditentukan.’® Dalam penyusunan skripsi ini penulis
menggunakan metode penelitian normatif-empiris untuk meneliti dan
menulis pembahasan skripsi. Skripsi ini dilatari persamaan teori dan
pembahasan yang penulis butuhkan, khususnya adalah aturan yang terdapat
pada Undang-undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok

Agraria.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis
empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis atau
bisa disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan nya di masyarakat.®
Artinya penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang
terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan
fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian

diidentifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

15 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti 2004), 52

16 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2022),
him 15.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat
3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah
maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut

adalah wawancara, dan observasi.l’

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan berdasarkan dari informan dan narasumber. Pengumpulan data
dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara kepada
dinas Pembangunan Umum Dan Penataan Ruang, serta Dinas Pertanahan
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang
berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari
buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing
internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari
buku-buku yang dibutuhkan.
Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

17 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajar, him 280.
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau

bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1)

2)

3)

4)

5)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum.

Undang-undang No 41 tahun 2009 Tentang tentang
perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air

b. Bahan Hukum Sekunder

C.

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang
akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini.

Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.

Bahan Hukum Tersier
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Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yaitu:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Bahasa Indonesia

3) Kamus Bahasa Inggris

4) Ensiklopedia terkait

4. Analisis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode
deskriptif-analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut
(sugiyono; 2009)8 adalah suatu metode yang berfungsi untuk menjelaskan,
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang bersifat dan berlaku

untuk umum.

Dengan kata lain pendekatan metode deskriptif analitis ini adalah
mengambil masalah dan memusatkan masalah terhadap objek saat
penelitian ini dilaksanakan, gasil penelitian yang kemudian diolah dan di

analisis untuk diambil kesimpulan nya

18 Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. Jakarta: Rineka Cipta, him 173.
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Maka dengan ini penulis menggunakan pendekatan metode deskriptif
analitis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini

sedang berlangsung.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi: “Peralihan Hak Atas Tanah Pertanian Ke
Industri Di Kabupaten Karawang (Perspektif Hukum Agraria Dan Figih
Agraria)” dan agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka
penulis menyusun sistematika pembahasan secara terstruktur sehingga
penelitian ini dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai
berikut:

Bab | pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab Il penulis menjelaskan uraian teori mengenai peralihan hak atas tanah
pertanian dalam kasus alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang
menurut Hukum Agraria dan Figih Agraria.

Bab 11 penulis menjelaskan gambaran umum kondisi Kabupaten
Karawang dari kondisi geografis, demografis pertanian penataan ruang dan
kesejahteraan masyarakat

Bab IV penulis menjelaskan serta memaparkan hasil analisis yuridis
tentang Peralihan Hak Atas Tanah yang didasarkan pada teori dan hasil

penelitian lapangan yang sudah dilakukan.
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Bab V penutup adalah bagian akhir, penulis menyimpulkan tahap akhir
dari penulisan yang berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai
akhir, selanjutnya pada bagian akhir bab ini di sampaikan saran yang bersifat

praktis dan teoritis secara keterbatasan penelitian.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Hasil kesimpulan dalam hukum agraria adalah bahwa peralihan hak atas
tanah pertanian ke industri dalam hal ini kepentingan umum, kepentingan
yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa adanya perbedaan
golongan, agama, ras, suku dan strata sosial. Karena pada dasarnya
kepentingan umum ini menyangkut banyak orang dan kemaslahatan
Bersama. Hukum agraria juga mengatur regulasi peralihan hak atas
tanah/lahan pertanian ketika ada pengalihfungsian lahan itu berdampak ke
banyak aspek dan harus diperhatikan oleh pemerintah khusus nya dari segi
kesesuaian antara peraturan dan impementasi di masyarakat.

2. Menurut Fikih Agraria terhadap peralihan hak atas tanah, menjelaskan
bahwa negara dapat memberikan tanah kepada rakyat siapa yang
membutuhkannya atau kepada orang-orang apa yang layak diberikan bisa
dilakukan oleh pemerintah. Kedua, sebagian dari tanah itu diberikan
kepadanya, hanya untuk mendapatkan hasil waktu atau periode tertentu.
Alokasi lahan secara Syariah itu bukan milik pribadi itu diizinkan, seperti
tanah pemerintah atau tanah yang diperoleh melalui perang atau tanah
kosong yang belum pernah dibuka atau dimiliki oleh orang lain. tanah
negara di wilayah taklukan, khalifah yang terbagi menjadi beberapa jenis
yaitu tanah yang pemiliknya gugur dalam perang, tanah-tanah dari orang

yang melarikan diri dalam masa peperangan, tanah-tanah kerajaan yang

123
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tidak digunakan secara pribadi oleh kalangan pejabat, tanah milik kerajaan
dan para pejabat senior kenegaraan, dan tanah-tanah yang berada di sekitar
danau, sungai, laut, dan hutan. Ganti rugi dalam Islam setidaknya sepadan
dengan tanah yang dijual, sehingga orang tersebut dapat mengganti
kerugian karena kehilangan tanah tersebut. Kepentingan umum dalam
Islam disebut al-maslahah al-ammah. Dari pengamatan peneliti bahwa
peralihan hak atas tanah dalam Hukum Agraria dan Fikih Agraria
keduanya sangat memperhatikan kemaslahatan kepentingan umum.
Dalam ilmu ushul Figh, konsep kepentingan umum disebut kemaslahatan,
artinya kemaslahatan umum yang dapat memberi manfaat dan menolak

kerugian kelompok.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa
ketidaksesuaian pemerintah baik pusat maupun daerah, terlihat sangan tidak
peduli terhadap masalah peralihan hak atas tanah pertanian, meskipun
pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah
peralihan hak dan fungsi lahan pertanian, pelaksanaan atau penerapan dari
kebijakan-kebijakan tersebut, penulis rasa belum maksimal. Contohnya adalah
kebijakan yang berkaitan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dengan lahan pengganti. Lahan pengganti adalahb lahan yang berasal dari
lahan cadangan pertanian pangan berkrlanjutan, tanah terlantar dan tanah bekas
Kawasan hutan. Kebijakan tersebut dimuat dalam Undang-Undang Pokok

Agraria pasal 1 ayat 1, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 dan Peraturan
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Daerah Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2018, oleh karena itu penulis

berharap agar :

1. Pemerintah agar memaksimalkan perundang-undangan, Kkhususnya
masalah pertanahan terlebih masalah peralihan hak dan fungsi lahan
pertanian di kabupaten Karawang serta dapat menerapkan kebijakan nya
dengan baik, seperti pengawasan, pemantauan penerapan kebijakan dan
meningkatkan produktivitas agar lebih sistematis dan tepat sasaran.

2. Masyarakat diharapkan agar lebih tertib teliti dan tidak gampang tergiur
oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam transaksi jual beli lahan

atau sawah nya.
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